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2.1.1 Agency Theory (Teori Agensi)
Menurut Anthony dan Govindarajan (2009), teori keagenan (theory
agency) adalah economic rational man dan kontrak antara principal dan agent
dibuat berdasarkan angka sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara
principal dan agent. Teori agensi mengeksplorasi bagaimana kontrak dan
insentif dapat ditulis untuk memotivasi individu-individu untuk mencapai
keselarasan tujuan. Teori ini berusaha menggambarkan faktor-faktor yang
sebaiknya dipertimbangkan untuk merancang kontrak insentif. Principal
(investor) mendelegasikan tanggungjawabnya termasuk pendelegasian otoritas
pengambilan keputusan kepada agent (manajemen) untuk melakukan tugas
tertentu yang sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati bersama.
Teori agensi mengansumsikan bahwa semua individu bertindak untuk
kepentingan mereka sendiri. Agent diasumsikan akan menerima keputusan tidak
hanya dari kompensasi keuntungan tetapi juga dari tambahan yang terlibat dari
hubungan suatu agensi, seperti waktu luang yang banyak, kondisi kerja yang
menarik, keanggotaan klub, dan jam kerja yang fleksibel. Principal (pemegang
saham), dipihak yang diasumsikan hanya tertarik pada pengembalian keuangan
yang diperoleh dari investasi mereka di suatu perusahaan.
Agent biasanya memiliki sebagian besar dari kekayaan mereka terikat
dengan kekayaan perusahaan. Kekayaan ini terdiri baik dari kekayaan keuangan
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mereka maupun modal manusia mereka. Modal manusia adalah nilai manajer
sebagaimana dipandang oleh pasar dan dipengaruhi oleh kinerja perusahaan.
Karena semakin menurunnya utilitas atas kekayaan dan besarnya jumlah modal
agen yang bergantung pada perusahaan, agen diasumsikan akan bersifat enggan
menghadapi risiko (risk averse). Sedangkan, principal termotivasi untuk
menyejahterakan dirinya dengan aktiva pajak tangguhan  yang selalu meningkat
sedangkan agen termotivasi untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan
ekonomis dan psikologisnya (Pindiharti, 2011)
Teori keagenan menyatakan bahwa praktik manajemen laba dipengaruhi
oleh adanya konflik kepentingan antara agent dengan principal yang timbul ketika
setiap pihak berusaha untuk mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran
yang dikehendakinya (Djamaluddin, 2008: 56).
Adanya perbedaan kepentingan dan informasi antara principal dan agen
memacu agent untuk memikirkan bagaimana angka akuntansi yang dihasilkan
dapat lebih memaksimalkan kepentinagnnya. Cara yang dapat dilakukan agen
untuk mempengaruhi angka-angka akuntansi dapat berupa rekayasa laba atau
manajemen laba dalam laporan keuangan.
2.1.2 Manajemen Laba
2.1.2.1 Defenisi Manajemen Laba
Manajemen laba adalah upaya untuk mengubah, menyembunyikan dan
menunda informasi keuangan. Secara umum para praktisi, yaitu pelaku ekonomi,
pemerintah, sosiasi profesi dan regulator lainnya, berargumen bahwa pada
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dasarnya manajemen laba merupakan prilaku oportunis seorang manajer untuk
mempermainkan angka-angka dalam laporan keuangan sesuai dengan tujuan yang
ingin dicapainya (Sulistyanto, 2011: 4)
2.1.2.2 Komponen-Komponen Laba
Menurut standar akuntansi keuangan, komponen-komponen laba adalah
(Jayanto dan Kiswanto, 2009) :
1. Pendapatan adalah arus kas masuk atau penambahan lain aktiva suatu
entitas atau penyelesaian kewajiban-kewajiban (kombinasi atas keduanya)
yang berasal dari penyerahan atau produksi barang, pembelian jasa atau
aktiva-aktiva lain yang merupakan operasi utama atau operasi inti yang
berkelanjutan dari suatu entitas.
2. Keuntungan adalah kenaikan ekuitas (aktiva bersih) yang berasal dari
transaksi sampingan atau incidental pada suatu entitas dan dari transaksi
lain yang mempengaruhi entitas kecuali yang dihasilkan dari pendapatan
investasi pemilik.
3. Kerugian adalah penurunan aktiva bersih yang berasal dari transaksi
sampingan atau incidental pada suatu entitas dan dari transaksi lain dan
kejadian serta situasi lain yang mempengaruhi entitas kecuali yang
dihasilkan dari beban atau distribusi kepada pemilik.
2.1.2.3 Pola Manajemen Laba
Scott dalam Ferry Aditama (2014) menyebutkan bahwa pola manajemen
laba dapat dilakukan dengan cara:
1. Taking a bath
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Pola ini bisa terjadi selama periode dimana manajemen harus
melaporkan kerugian dalam jumlah besar agar dapat meningkatkan
laba dimasa yang akan datang.
2. Income Minimization
Adalah pola manajemen laba yang dilakukan dengan cara
menjadikan laba pada laporan keuangan periode berjalan lebih rendah
dari pada laba sesungguhnya. Income minimization biasanya
dilakukan pada saat probabilitas perusahaan sangat tnggi dengan
maksud agar tidak mendapat perhatian secra politis.
3. Income maximization
Maksimasi laba adalah pola manajemen laba yang dilakukan
dengan cara menjadikan laba pada laporan keuangan periode berjalan
lebih tinggi dari pada laba sesungguhnya. Income maximization
dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh bonus yang lebih besar,
meningkatkan keuntungan dan untuk menghindari pelanggaran atas
kontrak hutang jangka panjang.
4. Income smooting
Income smooting atau perataan laba merupakan salah satu
bentuk manajemen laba yang idlakukan dengan cara membuat laba
akuntansi relatif konsisten (rata atau smooth) dari periode ke periode.
Dalam hal ini pihak manajemen dengan sengaja menurunkan atau
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meningkatkan laba untuk mengurangi gejolak dalam pelaporan laba,
sehingga perusahaan terlihat stabil atau tidak beresiko tinggi.
Berdasarkan data diatas dari sampel sebanyak 18 perusahaan industri
barang konsumsi yang menggunakan pola ini sebanyak 5 perusahaan.
2.1.2.4 Motivasi Manajemen Laba
Ada tiga hipotesis dalam teori akuntansi positif yang dipergunakan untuk
menguji perilaku etis seseorang dalam mencatat transaksi dan menyusun laporan
keuangan, yaitu :
1. Rencana bonus(Bonus plan hypothesis)
Rencana bonus atau kompensasi manajerial akan cenderung
memilih dan menggunakan metode-metode akuntansi yang akan membuat
laba yang dilaporkannya menjadi lebih tinggi. Konsep ini membahas
bahwa bonus yang dijanjikan pemilik kepada manajer perusahaan tidak
hanya memotivasi manajer untuk bekerja dengan lebih baik tetapi juga
memotivasi manajer untuk melakukan kecurangan manajerial. Agar selalu
bisa mencapai tingkat kinerja yang memberikan bonus, manajer
mempermainkan besar kecilnya angka-angka akuntansi dalam laporan
keuangan sehingga bonus itu selalu didapatnya setiap tahun. Hal inilah
yang mengakibatkan pemilik mengalami kerugian ganda, yaitu
memperoleh informasi palsu dan mengeluarkan sejumlah bonus untuk
sesuatu yang tidak semestinya (Sulistyanto, 2011: 63)
2. Kontrak utang jangka panjang(Debt equity hypothesis)
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Menyatakan bahwaperusahaan yang mempunyai rasio antara utang
dan ekuitas lebih besar, cenderung memilih dan menggunakan metode-
metode akuntansi dengan laporan laba yang lebih tinggi serta cenderung
melanggar perjanjian utang apabila ada manfaat dan keuntungan tertentu
yang dapat diperolehnya. Keuntungan tersebut berupa permainan laba agar
kewajiban utang-piutang dapat ditunda untuk periode berikutnya sehingga
semua pihak yang ingin mengetahui kondisi perusahaan yang
sesungguhnya memperoleh informasi yang keliru dan membuat keputusan
bisnis menjadi keliru pula (Sulistyanto, 2011: 63)
3. Motivasi politik (Political cost hypothesis)
Motivasi politik menyatakan bahwa perusahaan cenderung
memilih dan menggunakan metode-metode akuntansi yang dapat
memperkecil atau memperbesar laba yang dilaporkannya. Konsep ini
membahas bahwa manajer perusahaan cenderung melanggar regulasi
pemerintah, seperti undang-undang perpajakan, apabila ada keuntungan
dan manfaat tertentu yang dapat diperolehnya. Manajer akan
mempermainkan laba agar kewajiban pembayaran tidak terlalu tinggi
sehingga alokasi laba sesuai dengan kemauan perusahaan (Sulistyanto,
2011: 64)
2.1.3 Perencanaan Pajak
2.1.3.1 Perencanaan  Pajak (Tax Planning)
Perencanaan pajak (tax planning) adalah langkah awal dalam
manajemen. Pajak pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap
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peraturan perpajakan, dengan maksud dapat diseleksi jenis tindakan penghematan
pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (tax
planning) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak (Suandy, 2001:10).
Menurut Zain (2003:67) perencanaan pajak adalah merupakan tindakan
struktural yang terkait dengan kondisi konsekuensi potensi pajaknya, yang
tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya,
tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisienkan jumlah
pajaknya yang akan di transfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut
penghindaran pajak (tax avoidance) yang merupakan perbuatan legal yang masih
dalam ruang lingkup peraturan perundang-undangan pajak dan bukan
penyelundupan pajak. Perencanaan pajak sama dengan halnya tax Avoidance
karena secara hakikat ekonomis keduanya berusaha untuk memaksimalkan
penghasilan setelah pajak (after tax return) karena pajak merupakan unsure
pengurangan laba yang tersedia baik untuk dibagikan kepada pemegang saham
maupun untuk diinvestasikan kembali. Perencanaan perpajakan umumnya selalu
dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi atau fenomena terkena pajak.
Kalau transaksi tersebut terkena pajak, apakah dapat diupayakan untuk
dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya, selanjutnya apakah pembayaran
pajak dimaksud dapat ditunda pembayarannya.
Tujuan dari tax planning adalah merekayasa agar beban pajak (tax burden)
serendah mungkin dengan memamfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda
dengan tujuan pembuat Undang-Undang maka tax planning disini sama dengan
tax avoidance karena secara hakikat ekonomis kedua-keduanya berusaha untuk
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memaksimalkan penghasilan setelah pajak (after tax return) karena pajak
merupakan unsur pengurang laba yang tersedia baik untuk dibagikan kepada
pemegang saham maupun untuk diinvestasikan kembali.
Menurut Suandy (2001:10) setidak-tidaknya terdapat 3 hal yang harus
diperhatikan dalam suatu perencanaan pajak (tax planning):
a. Tidak melanggar ketentuan pajak
Bila suatu perencanaan pajak (tax planning) ingin dipaksakan
dengan melanggar ketentuan perpajakan buat Wajib Pajak merupakan
resiko (tax risk) yang sangat berbahaya dan sangat mengancam
keberhasilan perencanaan pajak tersebut.
b. Secara bisnis masuk akal
Perencanaan pajak itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari perencanaan menyeluruh perusahaan baik jangka panjang maupun
jangka pendek, maka perencanaan pajak yang tidak masuk akal akan
memperlemah perencanaan itu sendiri.
b. Bukti-bukti pendukung memadai
Misalnya dukungan perjanjian (agreement), faktur (invoice), dan
juga perlakuan akuntansinya (accounting treatment).
2.1.3.2 Strategi Perencanaan Pajak
Menurut Suandy (2008:9) apabila dalam tax planning telah diketahui
faktor-faktor yang akan dimanfaatkan untuk melakukan penghematan pajak, maka
langkah-langkah selanjutnya adalah mengimplementasikannya baik secara formal
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maupun material. Adapun strategi-strategi dalam melakukan perencanaan pajak
yaitu
a. Tax saving, yakni upaya wajib pajak mengelakkan hutang pajaknya
dengan jalan menahan diri untuk tidak membeli produk–produk yang
ada pajak pertambahan nilainya atau dengan sengaja mengurangi jam
kerja atau pekerjaan yang dapat dilakukannya sehingga penghasilannya
menjadi kecil dan dengan demikian terhindar dari pengenaan pajak
penghasilan yang besar.
b. Tax avoidance, yakni upaya wajib pajak untuk tidak melakukan
perbuatan yang di kenakan pajak atau upaya-upaya yang masih dalam
kerangka ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk
memperkecil jumlah pajak yang terhutang.
c. Mengindari Pelanggaran Atas Peraturan Perpajakan, yakni dengan
menguasai peraturan pajak yang berlaku, perusahaan dapat menghindari
timbulnya sanksi perpajakan yaitu sanksi administrasi berupa denda,
bunga atau kenaikan dan sanksi denda pidana atau kurungan.
d. Menunda Pembayaran Kewajiban Pajak, yakni dengan menunda
pembayaran kewajiban pajak tanpa melanggar peraturan berlaku dapat
dilakukan melalui penundaan pembayaran PPN. Penundaan ini
dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak keluaran hingga
batas waktu yang diperkenankan.
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e. Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan Misalnya, PPh Pasal
22 atau pembelian solar dan impor dan fiskal luar negeri atas perjalanan
dinas pegawai.
2.1.3.3 Tahapan Perencanaan Pajak
Dalam arus globalisasi dan tingkat persaingan yang semakin tinggi
seorang manajer dalam membuat suatu perencanaan pajak sebagaimana strategi
perencanaan perusahaan secara keseluruhan (global company’s strategy) harus
memperhitungkan adanya kegiatan yang bersifat lokal maupun internasional. Oleh
karena itu, agar perencanaan pajak dapat berhasil sesuai dengan harapan, maka
rencana itu seharusnya dilakukan melalui berbagai urutan tahap-tahap berikut ini:
a. Menganalisis informasi yang ada
Dengan menganilisis komponen yang berbeda atas pajak yang
terlibat dalam suatu proyek dan menghitung seakurat mungkin beban
pajak yang harus ditanggung. Selain itu, juga harus memperhatikan
factor-faktor baik internal maupun eksternal yaitu berupa :
1. Fakta yang relevan
2. Faktor pajak
3. Faktor non-pajak laiinya
b. Membuat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak.
c. Mengevaluasi pelaksanaan rencana pajak. Yakni untuk melihat sejauh
mana hasil pelaksanaan suatu perencanaan pajak terhadap beban pajak,




Dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak dengan
demikian keputusan yang terbaik atas suatu perencanaan pajak harus
sesuai dengan bentuk transaksi dan tujuan operasi.
d. Memutakhirkan rencana pajak
Karena meskipun suatu rencana pajak telah dilaksanakan dan
proyek juga telah berjalan, tetap perlu diperhitungkan setiap perubahan
yang terjadi baik dari undangundang maupun pelaksanaannya yang dapat
berdampak terhadap komponen suatu perjanjian.
2.3.3.4 Motivasi Perencanaan Pajak
Motivasi yang mendasari dilakukannya suatu perencanaan pajak
bersumber dari tiga unsur perpajakan yaitu:
a. Kebijakan perpajakan, yakni alternatif dari berbagai sasaran yang
hendak dituju dalam system perpajakan,
b. Undang-undang perpajakan (tax law), yakni kenyataan menunjukkan
bahwa di manapun tidak ada undang-undang yang mengatur setiap
permasalahan secara sempurna. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya
selalu diikuti oleh ketentuan-ketentuan yang lain. Tidak jarang pula
ketentuan pelaksanaan tersebut bertentangan dengan undang-undang itu
sendiri karena disesuaikan dengan kepentingan pembuat kebijakan
dalam mencapai tujuan lain yang ingin dicapai. Akibatnya terbuka
celah bagi wajib pajak untuk menganalisis kesempatan tersebut dengan
cermat untuk perencanaan pajak yang baik.
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c. Administrasi perpajakan (tax administration), yakni tujuannya agar
terhindar dari sanksi administrasi maupun pidana karena adanya
perbedaan penafsiran antara aparat fiskus dengan wajib pajak akibat
luasnya peraturan perpajakan yang berlaku dan system informasi yang
masih belum efektif. Secara umum motivasi dilakukannya perencanaan
pajak yaitu untuk memaksimalkan laba setelah pajak karena pajak ikut
mempengaruhi pengambilan keputusan atau suatu tindakan dalam
operasi perusahaan untuk melakukan investasi melalui analisis yang
cermat dan pemanfaatan peluang atau kesempatan yang ada dalam
ketentuan peraturan yang sengaja dibuat oleh pemerintah untuk
memberikan perlakuan yang berbeda atas objek yang secara ekonomi
hakikatnya sama dengan memanfaatkan:
1. Perbedaan tarif pajak
2. Perbedaan perlakuan atas objek pajak sebagai dasar pengenaan
pajak
3. Loopholes, shelters, dan havens
2.1.4 Beban Pajak Tangguhan
Menurut PSAK No. 46 paragraf 14, Pajak tangguhan adalah konsekuensi
yang disebabkan karena adanya beda temporer. Semua perbedaan temporer kena
pajak diakui sebagai kewajiban pajak tangguhan, kecuali jika timbul perbedaan
temporer kena pajak;
a) Dari goodwill yang amortisasinya tidak dapat dikurangkan untuk tujuan
fiskal; atau
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b) pada saat pengakuan awal aktiva atau kewajiban dari suatu transaksi
yang bukan transaksi penggabungan usaha dan pada saat transaksi tidak
mempengaruhi laba akuntansi dan laba fiskal.
Pajak tangguhan pada prinsipnya merupakan dampak dari PPh dimasa
yang akan datang yang disebabkan perbedaaan temporer (waktu) antara perlakuan
akuntansi dan perpajakan serta kerugian fiskal yang masih dapat dikompensasikan
di masa datang (tax losscarry forward) yang perlu disajikan dalam laporan
keuangan suatu periode tertentu. Dampak PPh di masa yang akan datang yang
perlu diakui, dihitung, disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan, naik
laporan posisi keuangan maupun laporan laba komprehensif (Rahmi,2013)
Pajak tangguhan bisa membawa akibat terhadap berkurangnya laba
bersih jika ada pengakuan beban pajak tangguhan. Sebaliknya bisa berdampak
terhadap berkurangnya rugi bersih jika ada pengakuan manfaat pajak tangguhan
(Suandy, 2006: 101).
Beban PPh terdiri atas beban pajak kini dan beban pajak tangguhan /
pendapatan pajak tangguhan. Beban pajak tangguhan akan menimbulkan
kewajiban pajak tangguhan sedangkan pendapatan pajak tangguhan menimbulkan
aset pajak tangguhan (Agoes dan Trisnawati, 2007: 197).
Apabila pada masa mendatang akan terjadi pembayaran pajak yang lebih
besar, maka berdasarkan standar akuntansi yang berlaku umum harus diakui
sebagai suatu kewajiban. Kewajiban didefinisikan sebagai suatu kemungkinan
adanya pengorbanan ekonomi pada masa yang akan datang yang muncul dari
kewajiban masa kini suatu entitas untuk menyerahkan aktiva kepada entitas
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entitas lainnya sebagai akibat kejadian masalalu. Sebagai contoh, perusahaan
menggunakan metode penyusutan yang berbeda antara akuntansi dan fiskal. Jika
beban penyusutan aktiva tetap yang diakui secara fiskal lebih besar dari pada
beban penyusutan aktiva tetap yang diakui secara komersial maka selisih tersebut
akan mengakibatkan beban pajak kinimenjadi lebih kecil, tetapi mengakibatkan
pengakuan pajak yang lebih besar secara komersial pada masa yang akan datang.
Dengan demikian selisih tersebut akan menghasilkan kewajiban pajak tangguhan.
Pengakuan pajak tangguhan didasarkan pada fakta adanya kemungkinan
pelunasan kewajiban yang mengakibatkan pembayaran pajak pada periode
mendatang menjadi lebih besar sebagai akibat pelunasan kewajiban pajak (Agoes
dan Trisnawati, 2007: 101).
2.1.5 Ukuran Perusahaan
Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat digunakan dalam upaya
pengklasifikasian besar kecilnya suatu pesrusahaan. Dimana dalam menghitung
ukuran perusahaan dapat dilihat dari jumlah aset yang dimiliki oleh perusahaan
baik itu aset tetap, aset lancar atau pun aset tidak berwujud (Khairatul Insani
2015).
Perusahaan besar cenderung bertindak hati-hati dalam pengelolaan  dana
operasional dan  cenderung  melakukan pengelolaan  laba  secara  efisien.
Perusahaan yang memiliki total asset besar  menunjukkan bahwa  perusahaan
telah  mencapai  tahap  kedewasaan  dimana tahap ini arus kas perusahaan sudah
positif  dan memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif stabil
sehingga mampu menghasilkan laba dibandingkan perusahaan yang memiliki
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total asset kecil. Perusahaan  besar  akan  selalu  menciptakan  suatu kesan baik
kepada investor, kreditur maupun masyarakat bahwa kinerja manajemen
perusahaan  tersebut  baik  dengan  cara  menghindari  fluktuasi  laba yang terlalu
drastis. Dengan demikian perusahaan  berukuran  besar  diperkirakan memiliki
prosentase lebih besar untuk melakukan praktik perataan laba, karena kenaikan
laba yang terlalu drastis akan menyebabkan bertambahnya beban pajak yang akan
dibebankan kepada perusahaan, sebaliknya apabila jika  terjadi  penurunan  laba
secara drastis maka akan memberikan  kesan  tidak baik terhadap calon investor
maupun kreditur (Jamaluddin 2015).
Ukuran Perusahaan Machfoedz dalam Jamaluddin (2015) menyatakan
bahwa ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengklasifikasikan
perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara seperti
total aktiva atau total asset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat
penjualan, dan jumlah penjualan.
Ukuran perusahaan umumnya dibagi dalam 3 kategori, yaitu
1. perusahaan besar ( large firm)
2. perusahaan menengah (medium firm) dan
3. perusahaan kecil (small firm)
Penentuan ukuran perusahaan didasarkan kepada total asset perusahaan.
Semakin besar total asset maka menunjukkan bahwa perusahaan memiliki
prospek baik dalam jangka waktu yang relatif panjang. Hal ini juga
menggambarkan bahwa perusahaan lebih stabil dan lebih mampu dalam
menghasilkan laba dibandingkan dengan perusahaan dengan total asset yang kecil.
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2.1.6 Kajian Pajak dalam Islam
Menurut Soemitro, dalam Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak
Pendapatan merumuskan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan
kekayaan dari sector partikulir ke sector pemerintah) berdasarkan undang-undang
(dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal, yang langsung dapat
ditunjukan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (rahayu dan
suhayati : 2010 :1)
Dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama Al-Usyr atau  Al-
Maks atau bisa juga disebut Adh-Dharibah, yang artinya adalah ; “Pungutan yang
ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak”. Atau suatu ketika bisa disebut Al-
Kharaj akan tetapi Al-Kharaj biasa digunakan untuk pungutan-pungutan yang
berkaitan dengan tanah secara khusus. Sedangkan para pemungutnya disebut
Shahibul Maks atau Al-Asysyar.
Adapun menurut ahli bahasa, pajak adalah: “ Suatu pembayaran yang
dilakukan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang
dilakukan dalam hal menyelenggaraan jasa-jasa untuk kepentingan umum”
Adapun hukum pajak dan pemungutannya menurut islam yaitu secara umum
dijelaskan dalam al-quran surat At-Taubah ayat 29 yaitu :
                
               
      
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Artinya : perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak
(pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa
yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama
dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang
diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah
dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk. (Q.S At-Taubah
ayat 29)
Dalam ayat diatas Allah melarang hamba-Nya saling memakan harta
sesamanya dengan jalan yang tidak dibenarkan. Dan pajak adalah salah satu jalan
yang batil untuk memakan harta sesamanya.
Selain itu Nabi Muhammad SAW juga telah menjelaskan bagaimana azab
bagi pemungut pajak dalam hadistnya, yang diriwayatkan oleh Ahmad 4/109, Abu
Dawud kitab Al-Imarah : 7 yang artinya :
“Sesungguhnya pelaku/ pemungut pajak (diadzab) di neraka” [HR Ahmad
4/109, Abu Dawud kitab Al-Imarah : 7]
Dari hadist diatas dijelaskan bahwasanya pelaku atau pemungut pajak
akan diazab di neraka.
2.1.7 Penelitian Terdahulu
Penelitiaan mengenai pengaruh beban pajak tangguhan terhadap
manajemen laba (studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di
bursa efek indonesia dilakukan oleh peneliti terdahulu. Dengan berbagai bentuk
perusahan dan organisasi. Berikut ulasan dari penelitiaan terdahulu yang menjadi






















































































































































































































































Kerangka pemikian teoritis adalah konsep awal yang menjadi acuan
dalam sebuah penelitian. Kerangka pemikiran teoritis mempunyai dasar-dasar dari
sumber penelitian terdahulu yang dianggap relevan dan mendukung pelaksanaan
sebuah penelitian yang ingin dilakukan. Kerangka pemikiran teoritis menjadi
sebuah gambaran penelitian yang ditunjukkan variabel-variabel yang saling








Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian
sampai terbukti melalui data yang terkumpul arikunto (2006).
Berikut ini terdapat dua hipotesis dalam penelitian ini:
Perencanaan Pajak (tax
planning)
Pajak Tangguhan Manajemen Laba
Ukuran Perusahaan
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1. Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba
Perencanaan Pajak merupakan langkah awal dalam manajemen
pajak. Manajemen pajak itu sendiri merupakan sarana untuk memenuhi
kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan
dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas
yang diharapkan. Penghematan pajak akan selalu menganut prinsip “the
least and latest” yakni membayar dalam jumlah seminimal mungkin dan
pada saat terakhir yang sah menurut ketentuan dan aturan perundang-
undangan. Untuk menghemat beban pajak dapat dilakukan dengan cara
mengambil keuntungan dari pemilihan lokasi perusahaan. Untuk daerah-
daerah tertentu pemerintah memberikan insentif pajak/fasilitas
perpajakan seperti penyusutan dan amortisasi yang dipercepat,
kompensasi kerugian yang lebih lama dari seharusnya, penundaan dan
atau pembebasan pajak. Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini
mengembangkan hipotesis yang pertama berikut ini:
H1 : Perencanaan Pajak Berpengaruh Signifikan Terhadap
Manajemen Laba
2. Beban Pajak Tangguhan Berpengaruh terhadap Manajemen Laba
Selanjutnya, Wiryandari dan Yulianti dalam Subagyo (2011)
menggunakan bebean pajak tangguhan untuk mendeteksi manajemen
laba seperti yang dilakukan penelitian phillips dalam Subagio (2011)
menganalisis penggunaan beban pajak tangguhan dalam mengidentifikasi
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manajemen laba yang dilakukan untuk mencapai tiga tujuan pelaporan
laba, yaitu menghindari kerugian, menghindari penurunan laba dan
menghindari kegagalan memenuhi prediksi laba oleh analisis, dan
terbukti bahwa beban pajak tangguhan dapat digunakan untuk
mendeteksi manajemen laba. Berdasarkan uraian diatas maka penelitian
ini mengembangkan hipotesis yang kedua berikut ini:
H2: Beban pajak tangguhan berpengaruh signifikan terhadap
kemungkinan perusahaan melakukan manajemen laba.
3. Ukuran Perusahaan Berpengaruh Terhadap Manajemen Laba
Ukuran perusahaan diduga mampu mempengaruhi besaran pengelolaan
laba perusahaan, dimana jika pengelolaan laba tersebut oportunis maka
semakin besar perusahaan semakin kecil pengelolaan laba tapi jika
pengelolaan laba efisien maka semakin besar ukuran perusahaan
semakin tinggi pengelolaan labanya (Silvia dan Siddharta, 2005).
Salah satu faktor yang mempengaruhi manajemen laba adalah ukuran
perusahaan. Ketut Gunawan dkk menemukan bahwa ukuran perusahaan
berpengaruh positif terhadap manajemen laba.
Suwito dan Herawaty dalam Jamaluddin menemukan bukti bahwa
perusahaan yang lebih besar memiliki dorongan lebih besar untuk
melakukan perataan laba dibandingkan dengan perusahaan yang lebih
kecil karena perusahaan yang lebih besar menjadi subjek pemeriksaan
(pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah dan masyarakat umum).
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Hal ini umumnya terjadi pada perusahaan dengan ukuran  besar karena
lebih banyak  melakukan  pengungkapan (disclosure) dari pada
perusahaan dengan ukuran yang lebih kecil yang  hanya dipengaruhi
oleh sturktur aktivitas atau operasional perusahaan  yang  tercermin dari
total  aktiva  (asset)  yang  dimiliki  perusahaan.
Hasil ini terbukti bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif
terhadap manajemen laba. Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini
mengembangkan hipotesis yang kedua berikut ini:
H3: Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap
kemungkinan perusahaan melakukan manajemen laba.
4. Perencanaan Pajak, Beban Pajak Tangguhan Dan Ukuran
Perusahaan Berpengaruh Terhadap Manajemen Laba
Perencanaan Pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak.
Manajemen pajak itu sendiri merupakan sarana untuk memenuhi
kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang
dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba
dan likuiditas yang diharapkan. Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan
kewajiban perpajakan (tax implementation) dan pengendalian pajak (tax
control).  Salah satu pendapatan yang besar dalam pajak adalah pajak
tangguhan. Wiryandari dan Yulianti dalam Subagyo (2011)
menggunakan beban pajak tangguhan untuk mendeteksi manajemen laba
seperti yang dilakukan penelitian phillips dalam Subagio (2011)
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menganalisis penggunaan beban pajak tangguhan dalam
mengidentifikasi manajemen laba yang dilakukan untuk mencapai tiga
tujuan pelaporan laba, yaitu menghindari kerugian, menghindari
penurunan laba dan menghindari kegagalan memenuhi prediksi laba oleh
analisis, dan terbukti bahwa beban pajak tangguhan dapat digunakan
untuk mendeteksi manajemen laba. Dan ukuran perusahaan diduga
mampu mempengaruhi besaran pengelolaan laba perusahaan, dimana
jika pengelolaan laba tersebut oportunis maka semakin besar perusahaan
semakin kecil pengelolaan laba tapi jika pengelolaan laba efisien maka
semakin besar ukuran perusahaan semakin tinggi pengelolaan labanya
(Silvia dan Siddharta, 2005). Penelitian Halim, dkk. (2005) menemukan
bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap manajemen laba.
Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini mengembangkan
hipotesis yang keempat berikut ini:
H4: Perencanaan Pajak, Beban Pajak Tangguhan dan Ukuran
Perusahaan secara simultan Berpengaruh Signifikan Terhadap
Kemungkinan Perusahaan Melakukan Manajemen Laba.
